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PUTUSAN 

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Kp 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, NIK XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana 

Pendidikan (S1), pekerjaan guru honorer , tempat tinggal di 

Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Dengan alamat elektronik sebagai  Penggugat; 

melawan 

Tergugat, umur 37tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan 

swasta,dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang tidak 

diketahui alamatnya dengan pasti didalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Pebruari 2022 

telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Kp, tanggal 17 

Pebruari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat  adalah suami-istri sah yang telah 

melangsungkan pernikahan di Fatuleu pada tanggal 25 November 2007 M, 

yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama 

kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX. 
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2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat 

berstatus jejaka. 

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di 

Fatuleu maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua 

Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul), dan 

dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : ANAK Penggugat & Tergugat, jenis 

kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Pariti, 29 Oktober 2007, umur : 

14 tahun 4 bulan. 

5. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan 

harmonis, namun pada tahun 2010 Tergugat pergi ke Rote untuk mengikuti 

tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). 

6. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Tergugat meminta Penggugat ikut 

bersama dengan Tergugat tinggal di Rote namun Penggugat bersedia 

tinggal di Rote apabila Tergugat sudah lulus  tes calon pegawai negeri sipil 

(CPNS) dan sudah mempunyai tempat tinggal. 

7. Bahwa setelah itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai 

renggang. 

8. Bahwa pada akhir tahun 2011 Tergugat tidak pernah menghubungi 

Penggugat sehingga Penggugat menanyakan perihal Tergugat kepada 

orangtua Tergugat namun orangtua Tergugat meminta Penggugat untuk 

menunggu Tergugat. 

9.  Bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini, Tergugat sudah tidak memberikan 

nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. 

10. Bahwa Penggugat sudah menunggu Tergugat namun hingga saat ini 

Tergugat tidak pernah kembali dan tidak di ketahui keberadaannya. 

11. Bahwa karena keadaan tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk 

mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat  

12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat 

berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi 
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membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena 

kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai 

dengan tujuan perkawinan. 

13. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu 

mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah 

tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini 

sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang  No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku 

dibenarkan adanya perceraian. 

14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat 

berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama 

Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai 

suami istri putus karena perceraian. 

15. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

PRIMER  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Shugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ; 

SUBSIDER: 

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya  (ex aquo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / 

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaiman 

relaas Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Kp, tanggal 21 Februari 2022 dan 21 Maret 
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2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu 

halangan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang 

menghadap di muka sidang; 

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang 

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat 

dengan tambahan keterangan bahwa nama Tergugat akan disesuaikan dengan 

Kutipan Akta Nikah sehingga yang benar adalah Tergugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, atas nama Hasnah 

Tenge (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19-06-2020, telah di-

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal 

dan ditandatangani; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara (Penggugat)dengan 

(Tergugat) tanggal25-11-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara 

Timur tertanggal 25-11-2007, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai,kemudian oleh Ketua Majelis diberi 

kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani; 

B. Saksi: 

1. SAKSI I Penggugat, umur 41tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan 

Swasta, tempat kediaman Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik ipar dan kenal 

Tergugat suami Penggugat; 
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak saksi menikah dengan 

kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak 

Penggugat menikah dengan Tergugat; 

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 

satu orang anak laki-laki; 

- Bahwa saksi tahu pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat baik-baik saja tetapi saat ini rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak harmonis; 

- Bahwa setahu saksi awal mulanya tahun 2010 Tergugat pamit turun 

melaut, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak Kembali;  

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat 

masih ada komunikasi, namun tahun 2011 sudah tidak ada 

komunikasi lagi dan tidak diketahui keberadaannya; 

- Bahwa selaku kakak ipar, saksi sudah menasehati Penggugat 

namun upaya tersebut tidak berhasil; 

2. SAKSI II Penggugat, umur  39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus 

rumah tangga, tempat kediaman Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung dan mengenal 

Tergugat sebagai suami Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah orang Tua Penggugat di Pariti; 

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai satu orang anak laki-laki; 

- Bahwa setahu saksi, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat 

harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi; 

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah 

lagi, karena pada tahun 2010 Tergugat pamit turun melaut, hingga 

sekarang tidak Kembali; 

- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2010 Tergugat masih menghubungi 

Penggugat akan tetapi tahun 2011 sudah tidak menghubungi lagi. 

Keluarga sudah berusaha mencari, akan tetapi belum berhasil; 
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- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat 

bertengkar atau cekcok mulut; 

- Bahwa selaku saudara, saksi telah menasehati Penggugat, namun 

upaya tersebut tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun 

serta mohon putusan; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal 

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan pada pokok perkara; 

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan 

secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan 

Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan 

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut 

Peradilan Agama; 

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, 

Penggugat telah hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat 

tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau 

kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah 

dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 

ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan 

memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Kp 

 

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam 

kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat 

Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut: 

 بينة عليه كانت  إن جائز الغائب على القضاء

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah             

boleh, jika ada bukti. 

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan 

namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan 

nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga 

bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan 

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 

82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 

115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil; 

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai 

melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016; 

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati 

Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka 

Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan 

gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo 

adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba`in shughra dengan 

alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 tanpa 

kepastian; 

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab 

menjawab tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa 

hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh 

dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana 
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maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena in casu menyangkut perceraian 

dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka majelis 

memandap perlu memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti; 

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi 

sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan 

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yakni di 

Pariti, RT. 011, RW.006,Kelurahan Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten 

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan 

Agama Kupang dan perkara ini menyangkut  bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf “a” dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah 

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, 

memutus dan menyelesaikannya; 

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti 

tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara 

Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan 

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat 

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus 

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan 

hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki legal standing untuk 

mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang; 

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat 

adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di 

persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang 
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yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, 

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., 

Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 KUHPerdata juncto  Pasal 

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan 

bahwa Tergugat sejak tahun 2010 pergi meninggalkan Penggugat dan tidak 

Kembali hingga saat ini. Para saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang 

diperselisihkan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut 

menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak 

tinggal bersama lagi, Tergugat tinggal sendiri di rumah tempat tiggal bersama 

semula, sedangkan Tergugat pergi tidak ada kabar. Para saksi juga 

menerangkan bahwa sebagai keluarga telah menasehati Penggugat namun 

upaya tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, majelis 

hakim  

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan 

keterangan yang dilihat, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan 

yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan 

para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, 

baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 25 November 2007 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta 

Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 

satu orang anak laki-laki; 
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

orang tua Penggugat; 

4. Bahwa sejak tahun 2010, Tergugat pergi meniggalkan Tergugat dan hingga 

saat ini tik kembali; 

5. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil; 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang 

menikah pada tanggal 12 September 2007; 

2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 10 tahun; 

3. Bahwa para saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; 

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang 

sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang 

disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan tidak memberi 

nafkah kepada Penggugat hingga menyebabkan berpisahnya tempat tinggal 

dinatara Penggugat dan Tergugat sejak bulan tahun 2016 hingga sekarang; 

Menimbang bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat juga sudah 

melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, rumah tangga yang sudah tidak 

dapat dirukunkan kembali, sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk 

mempertahankan rumah tangganya meskipun dari pihak keluarga dan majelis 

hakim telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Keadaan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan 

rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang 

seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya 

akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi 

salah satu pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar hukum Islam dalam kitab 

Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang diambil alih menjadi pendapat 

majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih 

perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis 
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dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah 

hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum 

salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut 

adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat 

keadilan.” Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga maksud 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum 

Islam dan firman Allah dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk 

mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat 

diwujudkan; 

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas 

menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan 

suami istri sebab Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat, oleh 

karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak bertekad ingin bercerai 

dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila 

dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan 

menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun 

Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya 

agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan, hal ini 

sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi: 

                                        المصالح جلب على مقدم سدالمفا درء
Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari 

kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”. 
 

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat 

Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : 

 دوام معه لايطاق مما الايذاء وكان الزوج  اعتراف  أو الزوجة ببينة القاضى لدى دعواها ثبت اذا
 بائنة طلقة طلقها بينهما الاصلاح عن القاضى  وعجز امثالهما بين العشرة

 

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri 
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri 
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tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang 
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, 
maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan 

Tergugat karena Tergugat telah 10 tahun lebih tidak memberikan kabar kepada 

Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti 

dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum 

Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra 

Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c 

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan; 

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

 
MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp355.000,00 

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); 
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Rasyid 

Muzhar, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan 

Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh 

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu 

oleh E. Farihat Fauziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Hakim Anggota, 

 

 

Sriyani HN, S.Ag., M.H. 

Ketua Majelis, 

 

 

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. 

 

Hakim Anggota, 

 

 

Fauziah Burhan, S.H.I. 

 

 Panitera Pengganti, 

 

 

E. Farihat Fauziah, S.Ag. 

Perincian biaya : 
1. PNBP 

a. Pendaftaran : Rp.    30.000,00 
b. Panggilan Pertama P dan T : Rp.    20.000,00 
c. Redaksi : Rp.    10.000,00 
d. Pemberitahuan isi putusan : Rp.    10.000,00 

2. Proses : Rp.  100.000,00 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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3. Panggilan : Rp.    90.000,00 
4. Pemberitahuan isi putusan : Rp.    85.000,00 
5. Meterai : Rp.    10.000,00 
    Jumlah                       : Rp.355.000,00 
   (tiga ratus lima lima ribu rupiah). 
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